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YOGYA (KR) - Badan
Kehormatan (BK) menjadi
salah satu alat kelengkapan
dewan yang memegang
peran penting dalam men-
jaga harta dan martabat
lembaga dewan. BK DPRD
Kota Yogyakarta pun kini
tengah mengajukan revisi
peraturan di internalnya
terkait kode etik guna men-
jaga integritas dan marwah
lembaga tersebut

BK DPRD Kota Yogya-
karta periode kali ini terdiri
dari lima wakil yakni Mu-
hammad Affan (Ketua/
Fraksi Partai Golkar), Kris-
nadi Setyawan (Wakil Ke-
tua/Fraksi Partai Gerindra),
Sigit Nurcahyo ‘(Anggo-
ta/Fraksi PDI Perjuangan),
Nurcahyo Nugroho (Ang-
gota/Fraksi PKS), dan Affan
Baskara Patria (Anggota/
Fraksi PAN).

Pedoman kode etik di
DPRD Kota Yogyakarta
selama ini diatur melalui
Peraturan DPRD Kota
Yogyakarta Nomor 2 Tahun
2010. Aturan tersebut
sebetulnya sudah cukup
komprehensif dengan
mengatur tentang norma-
norma yang merupakan
kesatuan landasan etk
atau filosofis dengan
peraturan perilaku dan
ucapan mengenai hal-hal
yang diwajibkan, dilarang,
atau tidak patut dilakukan
oleh anggota DPRD

Akan tetapi seiring 15
tahun berjalan sejak aturan
itu diberlakukan, tentunya
terjadi dinamika dan perlu
disesuaikan dengan kondisi
masa kini. "Sejak tahun

Ardhi Wahdan
Ketua, Muhammad Affan.
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Ardhi Wahdan Ardhi Wahdan
Wakil Ketua, Krisnadi Setyawan. Anggota, Sigit Nurcahyo.

Anggota, Affan Baskara Patria.

BK DPRD Kota Yogyakarta menggelar rapat kerja untuk mengusulkan revisi aturan kode etik.

2010 belum ada peruba-
han. Kami memandang ada
beberapa hal yang periu
diperjelas kembali sehing-
ga upaya revisi ini kami
ajukan," ungkap Ketua BK
DPRD Kota Yogyakarta
Muhammad Affan

Menurut Affan, revisi ko-
de etik sebetulnya merupa-
kan sebuah kebutuhan. Hal
ini lantaran kondisi kekinian

yang menuntut adanya Kota Yogyakarta ini pun
pembaharuan. Sehingga lantas disepakati melalui
upaya tersebut menjadi forum tertinggi yakni rapat

bagian untuk menjaga
sekaligus mempertahan-
kan marwah lembaga de-
wan sebagai salah satu un-
sur penyelenggara peme-

paripurna yang digelar
Rabu (25/9) lalu. Bahkan
tim atau panitia khusus
(pansus) untuk melakukan
pembahasan secara lebih

rintahan mendalam juga sudah

Gayung bersambut, disepakati dan ditetapkan
draft usulan revisi yang bersama. Total ada 12 ang-
disampaikan BK DPRD gota pansus yang diketuai

oleh Affan Baskara Patria
dan Wakil Ketua Agus
Trianto. Sedangkan sepu-
Iuh anggota terdiri dari Sigit
Nurcahyo, Susanto Dwi
Antoro, Subagyo, Krisnadi
Setyawan, Nurcahyo Nu-
groho, Mu'adz AA, Muham-
mad Affan. Mohammad
Sofyan, Dwi Candra Putra,
dan Sigit Wicaksono
Seluruh anggota BK DPRD

Ardhi Wahdan
Anggota, Nurcahyo Nugroho.

Ardhi Wahdan

Kota Yogyakarta pun se-
ngaja masuk dalam tim
pansus agar pembahasan
bisalebih komprehensif.
Muhammad Affan pun
berharap pembahasan bisa
dilakukan secara intensif.
Termasuk dalam menjaring
masukan publik agar ketika
sudah disepakati bersama
maka tidak ada alasan
untuk dilanggar. "Kode etik

ini menjadi bagiah yang
cukup penting karena
merupakan pedoman yang
wajib dipatuhi oleh Setiap
anggotd dewan selama
menjalankan tugasnya un-
tuk menjaga marwah. Mar-
wah ini meliputi martabat,
kehormatan, citra dan kre-
dibilitas -lembaga dewan,”
urai politisi Partai Golkar ini

Di samping itu, kebera-
daan kode etik juga sangat
efektif dalam membantu
anggota dewan dalam
menjalankan tugas, we-
wenang dan kewajibannya
serta tanggung jawabnya
kepada pemilih, masyara-
katdan negara

Salah satu aspek yang
menjadi pembahasan da-
lam revisi aturan mengenai
kode etik ialah istilah ke-
luarga yang dipandang per-
lu diberi batasan jelas. Ke-
luarga dalam konteks fasi
litas. umumnya dibatasi
suami, istri, dan dua anak.
Akan tetapi dalam kode etik
bisa meluas hingga perta-
lian darah atau semenda
sampai derajat ketiga
"Aturan ini dianggap krusial
untuk mencegah konflik
kepentingan anggota de-
wan ketika berurusan de-
ngan keluarga dekat," tan-
dasnya.

Aspek lainnya ialah pe-
negasan perbedaan antara
kepentingan pribadi, kelom-
pok, dan keluarga. Penega-
san ini diperlukan agar
keputusan politik tidak ter-
kesan mewakili kepentis
ngan keluarga anggota
DPRD. "Termasuk juga ke-
tika berada di masyarakat,
anggota dewan harus
mampu menjaga sikap
Dan yang harus dipahami
seliap pelanggaran kode
etik maka selalu diimbangi
dengan sanksi. Kami di
Badan Kehormatan tentu
akan melihat persoalan
secara obyektif. Namun
kami optimis, kode etik nan-
tinya dapat dipatuhi bersa-
ma," tegas Muhammad
Affan. (Dhi)
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